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RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas telah diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13
Tahun 2011, akan teta;n pada kenyataannya besaran sewa
rumah dimaksud masi- belum dapat menjangkau untuk rurnah
yang refresentatif bagi « iggota DPRD;

bahwa rumah yang dipcrgunakan bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
adalah rumah yang reiresentatif, patut, wajar dan layak yang
memiliki tempat pertemuan, kamar ekstra tempat tamu
menginap yang dilerigkapi dengan fasilitas penunjang dan
perabotan rumah t ngga yang memadai dalam rangka
mendukung tugas-tug s Dewan;

bahwa berdasarkan p: rtimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b diatas, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas;

. Undang-Undang Nomo. 28 Tahun 1959 Pembentukan Daecrah

Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
RI Tahun 1959 No:aor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821});

Undang-Undang Noi:. r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Ne gira Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambzhan
Lembaran Negara RI Noi.or 43535);

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Ta:iggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 20:s Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4400);

Undang-Undang Nomo.® 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Ncgara Rl Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lemburan .es ara Rl Nomor 4437 ) sebagaimana :elah
diubah dengan Und: i Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Pc.aturan ‘emerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 e¢ntang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20 < tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lciubaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran V¢ gara RI Nomor 5657);
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. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Maelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5568);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeralr (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl 140 Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Te' in 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri D. m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelol:: 11 Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Ldalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembialian Tunjangan Konunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun
2008 tentang Peribahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 1 T:thun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerahh Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun
2010 tentang Tata ca: « Pembentukan Produk Hukum Dzerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor
12);

Peraturan Dewan - rwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 1: Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Raky«. Daer h Kabupaten Musi Rawas (Eerita
Daerah Kabupaten Mu i k was Tahun 2014 Nomor 1 15);

i YUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor
13 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011
Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat disediakan
masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta
peralatannya.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyedickan
rumah jabatan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan.

(3) Memberikan tunjan .an perumahan sebagaimana dimalisud
ayat (2) harus meraperhatikan asas kepatuhan, kewajaran
dan rasionalitas <erta standar harga sewa rumah vyang
berlaku di lokasi » au dilingkungannya masing-masing.

(4) Pemberian tunjan - perumahan sebagaimana dimaksud
ayat (3) diberikan c.alam bentuk uang yang dibayarkan sectiap
bulan dengan besuran sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta
lima ratus rit-u rup!ah);

b. Wakil Ketua DPRI® sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas
juta rupiahy;

c. Anggota seb ar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupieh®.

2. Ketentuan Pasal 3 (liubah dengan menambahkan 1 ! satu)
ayat baru, sehin ga Pcsal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pa: ,41 3

(1) P'ava tunjangan peiun :dn sebagaimana dimaksud dalam
4 2 ayat (4) dibeb..kan kepada Anggaran Pendapatan
| Belanja Dacrah Kabupaten Musi Rawas pada Biaya
ministrasi Umun. S ‘kretariat Dewan Perwakilan Rakyat

isucrah Kabupaten hius cawas.

(2) Besaran Biaya tu: inngan perumahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal " ayat (4) dibayarkan sejak tanggal 2 Januari
2015.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.
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Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MUSI RAWAS,

dto
RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 April 2015
SEKRETARIS DArKKAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya,
“DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
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